LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG .

Nomor 1 9 Tahun 1995 3 Serie : D 3 No, 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGEIANG .
* NOMOR 4 TAHUN 1993

o) TENTANG . |
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT MAGEIANG

Menimbang - : 8. bahwa untuk meningkstksan pertumbuh
an dan perkembangan  perekonomian
Daerah, dalam rangka “pelaksens=n
cotonomi Daerah yang nyatz dan ber
¥anggung jawab, diperlukan upay=a
upaya dan usaha-usaha untuk menam
_bah dan mamupuk sumber pendanatan—
Daarah !

" Do bahwa penyertaan modal Dserah &1

’ maksud harus ditujukan pada ussha
usaha yang bersifat setrategis dan

dapat diharapkan manfaatnya  baik

dalam meningkatkan kegiatan perekas

nomian Daerah ataupun sebagal sa

lah satu sumber pendapatan Daerahg

c. bahwa dalam rangka pengelolaan sexr
ta perkembangan usaha-usaha pening
katan penyertaan modal Daereh pada
pilhak ketiga dipandang perlu di tnu
angkan dalam Peraturan Daerah }

d,bahwa, tranevoen
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de bahwa berdasarkan Papal 60 Undang=-un
dang Nomor 5 Tahun 1974 tentang po
kok=pokok Pemerintahan di Duerah, Pe
-merintah Daerah dhpat melakukan uca
ha-usaha sebagai palah satu gumber -
pendapatan Daerah yang diatur dengan
Paraturan Daevah j

¢, bahwa dengan Peraturan Menteri dalanm
Negerd Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 ‘
Oktober 1986 tentang. Penyertaan Mo
‘dal Daerah pada: Pihak Ketiga, %elan
diatur mengenail tata cara penyeriazan
modal Daerah pada Pihak Ketiga ;

f. bahwa dalam rangka pengelolaan, pe
ningkatan serta perkembangan ussha -
usaha penyertaan modal Daerazh pada

- Pihak Ketiga, dipandang perlu di =u
~ angkan, dan dia-l:u::- dangsm Peraturan-

. .. Daerah, T e

: 1, Undang-undang I_ip_f_ﬂﬂrj Tahun 1974 fen

_ tang Pokok-pokok Pemerintahan di Das
rah } -

2, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 =
tentang pembentukan daerah-dasrah Xa
bupaten dalam lingkungan Propinsi Ja ‘
wa Tengah }

3, Poraturan Pemerintah Nomox § Tahun-

* 1975 tentang pengurusan, pertanggung
jawaban dan pengawasan Keuangan Dae
rah j

4, Peraburan Pemerintah Nomor € Tahun

1975 tentang cara penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, pelak
sanaan tata usaha keuangan Daerah =~

. dan Penyusunan Perhitungan Anggaran-
Pendapatan dan Belanja Daerah }
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5. Poraturan Monteri Dalam Negerd Nomor 4 Tahun
1979 tentang Pengelolaan Barang Yemerintah -
Daerah 3}

6+ Yeraturan Menteri Dalam Negerl Nomeor 3 Tahun
1986 tentang Ponyortaan Modal Dmrah pada P4
hak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka
bupatea Daorah Tingkat II Magelang.

HEMUTUSKAHN

Heneteokan ¢ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DALRMT TING
KAT II MAGEIANG TENTANG PENIEIZAAN  NO
DAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA,

. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pagal 1

2. Daerzgh adalah Kabupaten Daarah T:l.ngkat II Mege =
lang 3

h. Pemerintah Deerah adalah Pemerintah Kabupaten Das
ergh Tingkat II Magelang j

c. Bupati Kepale Dacrah adalah Bupati Kepala Dasxad
Tingkat II liagelong

d. Dewan Perwakilan t Daerah adalah Dewan Fexrwa
¥kilan Rakyat Daorah Kebupaten Dacrah Tinglkat II -
Mogelang §

¢, Dinas Pendapatan Daernh adalah Dinas Pendapaton -
Daerch Kabupaten Daerah Tidgkat II Hpgalnna 3

£, Modal Dacrah adalah'Kekayaan Daerah (yang Yolum
dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang
dapat dinilai dongan uang seperti tanah, bnnalmnn
mesin~-megin, inventaris, surat-suratberharga,
gllites dan hak=hak lainnya )

g« Ponyertaan. seee
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W

8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam
menyertalkan Modal Dmerah pada siatd usaha bersama
~.dengan fihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal Da
erah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan terten
tu :

h. Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Ugaha dan
atau perorangan yang beradadi luar Organisasi Peme
rintah Daerah antara lain Pemerintah Puset,Pemerin
t+ah Daerah lainnya, Badan Usiaha Milik Wegara,Badan
Usahe Milik Daerah, Usaha Koperasil, Swasta Nagio =
nal dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum - .

Indonesia,.
BAB II

: TUJUAN
' Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketigas bertuju
an untuk meningkatkan pertumbuhan tingkat perekc-
nomian Daerah dan menambah Pandapatan Daerszh,

(2) Untuk mencapal tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini
Penyertean Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilakss
nzken berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusa-

. haan, o o ; :' ; R
BAB IIT
TATA CARA FENYERTAAN MODAL
Pasal 3 _

Penye:rta.an Modal Da.erah:paﬂa Pihak I{atiga. dapa.t dilak 0
sanaltan dengan cera

a, Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (FI') yang
. telah berbadan Hukum dan.mempunyal prospek baik j

b, Sehagal pendiri dalam pembentukan Perseroan Terba

tas j
0s Kontrak Management,, kontrak produkei, kontrak bagi

. hasil usaha dan kontrak bagl tempat usaha.

—
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Pasal 4

. (1) Untuk molaksanakan pembelian seham pada suatu Per
- geroan Terbatas, perlu disediakan dananya dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

(2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham seba
. gaimana dimakeud ayat (1) Pasal ini, dapat dlada-
-« +kan penjajagan terhadap Porseroan Terbatas yang
akan menjual saham untuk mendapatkan data informa

si mengenal jJenis dan harga saham dimaksud,

(3) Apabila Bupati Kepala Dacrah menyetujul jenis =

dan harga saham sebagalmana dimeksud ayat (2) 7?a

- sal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan de

" ngan Surat Koputusan Bupati Kepala Daerah ten =~
© %ang pembelian saham dimakgud,

(4) Bupati Kcpala Daerah manun;ltik pejabat untuk Ser
tindak mewakili Pemerintah Daerah dalam Pembellian
saham, b

- Pasal 5

(1) Setiap melakukan penyertaan Modal Daerah dalam
pembentukan Perseroan Terbatas diatur dan ditetap
... kan dengan Peraturan Daerah. .

(2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat
i (1) Pasal ini, diadakan perjanjian Dasar antara -
- Bupati Kopala Daerah dan Pihak-pihak yang iut da

" lem pendirian Perseroan Terbatas.

(3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasal ini, memuat materi Pokek 3

a, Identitas masing-masing pihak j

b. Jenis den nilal modal saham para pihak
os Bldang upaha )

d, Perbandingan modal }

e. Hak,koewajiban dan sanksiwganksl )

£, Lein-lain yang diangeggp perlu.
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z4) -Berdasigﬁ-‘ Pﬁrn‘ﬁtiran Daersh t entang Penyertaan Modal

Daerah dan Perjanjian Dasar scbagaimana dimaksud -

ayat (1) dan (3) ini, kemudian dibentuk Perseroan-
.Terbatas dengan Akta Notaris.

¥5) Bupati Kepala: Daerah menunjuk Pejabat, yan g ber

e tindak untuk dan ates nama Femerintah Daerah ber
. sama~sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Pergeroan
Terbatas.

L]
i ; |

Pasal €

§1) Penyprtasn Modal Daerch sebagaimana yang dimaksud-
Pasal 5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk -
uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan -
Bupati Kepala Daerah,

-2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimane dimaksud Pasal
5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk barang di -
tetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah se o
“telah mendapat persetujuen Dewan Perwakilan Ralkyat -5 73
Daerah; "~
- Khusus barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Ke -
- pala Daerah dimaksud gebelum dilaksanakan perlu di .
mintakan. pengesehan Menteri Dalam Negexri,

73) Kekayaan Da&rah yang tertanam dalam Perseroan Ter
;. batagy merupakan kekayaan daersh yang dipisahkan. d

A\ I’araﬁ.l T

/ 1) Untuk mengadakan kontrak management, kontrak po
' duksi,konterak bagl keuntungan, kontrakm bagi ha
sil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasar -
kan Peraturan’Daerah ini, Bupati Kepala Daersh min

“%a “‘perdetujuan terlebih dahulu dari Dewan Porwa -

kilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud. -

t2) Setelah mendapat persetujuan Dowan Perwakilan Rak
yat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
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diadakan porjanjian bufsamdbaruyaf&t antara Bupa
\ ti Kepala Daerah dan Pihak 'Ketiga yang bersang =~
kutan yang memuat materi polok :

1 a, Identibas masing-masing pihak 3
b. Jenis dan nilai Modal darim Pa.z-a. Pihak 3}
. : c. Bidang Usaha ;
) d. Jangke waktu perjanjian j
' e, Hak dan Kewajiban gertan sanksil-sanksi j;
f. Iain=-laln yang dianggap perlu.

' | (3) Pelaksanaan kontrelk Management, kontrak produked
E kontrak bagi keuntungan,kontraik bagi hasil usaha
dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimak
- sud perjanjian pada ayat (2) Pasal ini ditetap -
kan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerzhs
yang berlaku setelah disyahkan Menteri Dalam Ve

E‘Eri-
Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah fersebut
tidak mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam

Negeri, perjanjian menjadi batal.

(4) Terhadap Surat.Keputusan Bupati Kepala Daerah di
maksud ayat (3) Pasal ini yang beplakunys kurang
dari 5 (lima) tahun pengesshannya dilakukan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Mente
ri Dalam Hageri, dan pelaksanaannya dilaporkan =
kepana. Hentari Delam Negeri Cq. Direktur Jendral

! " ' Pasal 8

(1) Untuk mala.k-man penelitian terhadap barang yang
disertakan sebagai modal Daerah dalam pembentuk-
an Perseroan Terbatas dan atau menentukan nilail
barang Daerah gerta imbalan pembayaran dan lain
lain dalam mempersiapkan, perjanjian kontrak ma

- nagement, kontralk produksi, konirak bagi keun -~

- tungap kontrak bagl hasil usaha, dan kontrak ba
gl tempet usaha gebagaimana dimaksud Pasal 6 =
ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daersh =
ind'Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang
ferdiri dari unsur-unsur :
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a, Dinas Pendapatan Daerah j

b. Bagian Perekonomian pada Sokrotariat Hilayah/
Daerah

s, Bagian Umum pada Sekrotariat Wilayahfnaarah $

. Baglan Knuangan:pada Sekrotariat w11agah/ Dae .
rah 3 :

e. Bagian Hulum pada Sokretariat Wilayahfbaerah;

£, Kantor Agraria Kahupatan Daerah Tingkat 11 Ma
gﬂlang ‘3 '

g« Unsur Tenaga Ahli / Konsultan.

(2) Dimas Pendaratan Daexah merancanakan dan mengilor
ti perkembangan usaha=ugeha penyertaan Modal Dae
rah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan -
Pendapatan Daarah. _

BB IV e 52
: PEMBINAAN
. '--_ _ - _J; .1“;__. Pasal 9 ;

(IJ Bupati Kapala Daarahlmalakukan peﬂbinaan terha
dap panyartaan Hodal: Daerah pada pihak Katiga.

{z)mnhlam lakukan pembinaan sebagaimana dimaksud -
ayat (l? Pasal ini Bupati Kepala Daerah dibantu

oleh Sekretariat Wilayahfbaerah.

{3) Jika dianggap perlu Bupatl :Kepala Daerah  dapat
membéntuk Badan Pengelola sebagail aparat pelaksa
na yang namhantu Pemerintah Daexali,

B 1 Po -
(4) Bueupn organizasy fap 2ot Kpxip, Dadyp Boneels

Bupnti Kepala Dauruh, bordurarkun Patunjum antn

i Dalam Negeri, :. :

" ... Pamal 10

/1) Délem hal penyeétaan’ Hndalfnuarnh pada ﬂuntu
Perseroan Terbatas maka untuwg .mewakili Pamurin =
tah Daerah, Bupati Kepala Daerah monunjuk Puja
bat yang akan duduk sebagel Anggota Dowan Koml
seris, jika berdasarkan Jjumlah saham yang.s eeesee

..q
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dimiliki oleh Daerash ada hak untuk duduk
dalam Dewan Komisaris sesual dengan ketentuan
Peraturan Perundang=undengan yang berlaku,

(2) Bupati Kepdla Daerah menunjuk Pejabat yang da
pat mewakili Daerah secara berkelanjutan un
tuk mengilkuti peleksanaan kontrak management,
kontrak produkal, kontrak bagli keuntungan, -
kontrak bagli hasil usaha dan kontrak bagl fem
pat usaha,

(3) Para Pejabat yang di‘l:un;luk mewakill Daerah se
bagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini
adalash pejabat yang memahaml kewlraswastaan -
secara frofesional dan bertanggung jawab kepa
da Bupa'l::l. Kepala Da.erah

; BAB v |
PEHGAWABAH
Coak o vedibie s rPasal!.l

(1-) Bupati Kapa.la. Daerah berwenang melah:kan peng

awasan umum sa‘hubtmgan dengan penyertazan modal
Daerah pada Pihak Ketiga.

(2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daersh se
hubungan dengan penyertaan Modal Daersh pada
Pihak Ketiga sebagaimana Pasal 10 ayat (1) =
dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tu
gasnye kepada Bupati Kepala Daerah secara dexr
kala 4 (empat) bulan sekall,

(3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pe
laksanaan dan hasil penyoertaan modal Daersh =~
pada Pihak Ketiga di Daerahnya kepada Instan-
si-Atasan sekall dalam setahun.

BAB VI
HABIL USAHA
Pﬁﬂﬁl 12.'-
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Papal 12

‘agiion laba atau hansll usaha penyertaan Modal Daerah
alle, Pihak Ketiga yang menjadl hak Daeruh, yang dipe
-lsh, selama Tahun Anggaran Perusahash disetor ke =
@m Daerah dan dimasukkan dalam AFBED dalam $ahun be

Smtnyn.
BAB VII
p KETENTUAN PERALIIAN
raadue. - Pasal 13

!IDSanun panyertaan modal Deerah pada Pihak Ketiga-
yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Dae
rah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan
lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan kefen
tuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

2} Untuk melaksanakan penyesualan sebagaimans &i
moksud ayat (1) Pasal ini dan melakukan inven
terisasi terhadap semua penyertean modal Dasrsl
pada Pihzk Ketiga, Ka]__:rala Daerah membentuk tim.

BAB VIII
KETENTUAN - FENUQUP
~ Pasal 24
“A = hal yang merupakan Peraturan Daexah In:l.d:l te
w nl.eh Bupati Kepala Dderah, .
. Pagal 15

" agan berlekunya ?ora.hn-an Daerah inl maks semua Xe
“amfuen yang bertentangan dengan Peraturan Daerah =
;:j.iinyatukan tidak berlaku lagil,

> St ik

Pasal 16¢ cecee
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e R NSRS L Pasal 16
Poraturan Daoral 1111 mulal bnrla.lm pada tanggal 41
undangkan.,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah -
kan . pengundangannya Peraturan Daersh inl dengan pe
nempatannya dalam Lembaran Daerah.

? Kota Mungkid, 24 Juld 1993
DPoReD- BUPATT KEPALA DAERAM TINGKAT IT
KABUPATEN DATI IT MAGEIANG MAGE LA NG
KETUA
tta ttd
SUGIHARDJO  MOHAMAD SOLIHIV.
SRR
AFs -2 TANBYG. X
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DISAHKAN
:Dengan Surat Keputusan Menterl Dalam Negeri
Nomor 573.33 = 344 ; Tanggal 29 Juni 1995
, ~ Direktorat Jenderal
“Pemerintalian Umum Dan Otonomi Daerah
Divektorat Pembinaan Pemerintahan Daersh

st a ¢

Drs. H.OMAN SACHRONT

NIP,010054135

Diundangkan dalam_ Lembaran Daerzh
Kzbupaten Daersh Tingkat II Magelang

Womor 9 Tehun 1995 3 Tanggal 7 Juli 1995
Serie D 3 Nomor 8

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd ¢
Drgs., TJUK SUSIIO

NIP, 010 O5T7 O57
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- b ATAS .

I'ERLTURAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TTINGKAT II MAGELANG
'NOMOR 4 TAHUN 1993

TENTANG
mmmm MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGEILANG PADA PIHAK KETIGA

QL PENJELASAN UMUM 1t

Sebagai. konaakwana:l dard pelaksanaan prinsip oto
nomi Daerah nyata dan b 'ennggung jawad Pemerintah -
Ksbupaten Daerah Tingkat II Magelang senantiaca mela
kulmn barh i upaya untuk menambah dan maninghtkan

B‘I‘E.n DBBI'aHaH b sl g5

Di- da.lam Pu.sa.;l 55_{ide fuithiani Nomor 5 Tahun 1974
tenteng: Pokoke~pokok . i'e inbbhafr di Daersh &1 nyata
ken bshwa sumber renag.patan ﬂs}:b ﬂaerah lenﬂiri -
( PADS.) adalah : o

1, Hasil Pajak Daarah

2, Hesil -Retribusi Daerah ;

3, Hesil Perysahaan Déerah dan ;- - -
4, Tein-lain hasil "i.lsaha Daarah ra.ng salr.

Sala.n,jutnya Pasal- Gﬂ- Undang—uqd&na Nomor 5 Tahun
1974 mengatakan ‘bahwa Pemerintah Daerah cdapat melalm

f' kan uae.ha-usaha untuk menambah sumber Pendapam Dae
3 rehes' " .- .-

Pamarintah l{ﬂhuputan -Dapltnh 'I‘,in{:ku.t II Magelang
dalen upcya untule -meningkeilan pertumbuhan perekenc-
mian Dagrsh berusaha maonawbah  dand memupuk sumbex Fen .
dapq.tan Daersh dongan mapgadakan ugaha=uiaha  bexda -
gorked Pasel--60 Undang-undsng Nemor § Tahun 1974 yang &
merupakan salah sabu hasil Mmonha, Daerah yang ash so o
bagaimena dimaksud Pasal 55 angka 4 Uml.mg-undmg No
nmor.o, Tﬂh‘*{l -L‘o i BE—— ,

"INy
Scbelun dilelugy! vﬂnnyé hmﬁni :!itm Dnlam o

gord Nomor 3 twmfmk{ -Lgh.. Tm,

KABUPATEN & 1 1 MAGEL ul\u

P e———— T TR S J

LASAN
A
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pengelolaan,pembinaan dan pengawagan penyertaan ifodal
Daerah dengan Pihak Ketiga, pelaksanaannys di Daerah
dan: Daerah Tingkat II lainnya masih beraneka ragam, -
hal ini disebabkan karena belum adanya landagan huloum
yang Jjelas sebagal -petunjuk pelaksanaan dari Pasal 60
Undang =~ undang Nomor 5 Tehun 1974 dimaksud,

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah ini ma
ka segala bentuk penyertaan Modal Daerah dengan Pihak
Ketiga yang telah dilaksanakan gebelum dikelusrkannya
Peraturan Daerah inl maupun yang akan dilaksanakan ke
mudian perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terkan
dung dalam Peraturan Daerah ini yang pengaturannya =
berdasarkan Peraturan Menterl Dalam Negerd Homor 3 Te
hun 1986 tentang Penye:rta.an Hud.al Daecrah pada Pihsk

Ketigae.

Berdasarkan- pertmangan-partimbangan tersebut di
atas maka dipandang -perlu ditetapkan Peraturan Dee
rgh KsbupateniDaerah Tingkat II Magelang yang menga =
tur tentang Penyertaan Nodal Daerah Kabupaten Daersh
. Tingkat II Megelang pada Pihak Ketiga yang dijadikan-
landasan hulom dalam- pelaksanaan Penyertaan Modal Dae
reh Pada Pﬁhak Ke'biga. N - |

Segala usaha-udaha penyertaan madal Ba.erah pada Pi
hak Ketiga yang sudsh dilakukan sebelum ditatapkpn Pe
raturan Daerah ini, usaha-usaha penyertaan modal Dae

reh dimaksud dinyatakan menjadi usaha-usaha penyertaan

modal daersh pada Pihak Ketiga berdasarkan I’emtman—
Daereh ini,

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negri No
mor 3 Tahun 1986, maka ketentuan-ketentuan khususnys-
yang mengatur mengonal tata cara pengguna usahaan ba
rang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalem Bad V Fa
gel 35 sampal dengan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelo
laan Barang Pemerintah Daerah, dlcabut dan tidak Dbexr
laku 1&31-

ILPEHJEMBAH. saasaRERS

s}
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: - 15 =
' IX, PENJEIASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ¢t Cukup jelas.

Pasal 2 . ¢ Untuk mensukseskan pelaksanaan Penyer
* " utean Modal Daerahpada Pihak Ketiga da
lam rangka meningkgtkan pertumbuhen -
perekonomian Daerah dan menambeh pen
dapatan Daerah, maka terhadap Pihak -
Ketiga yang akan menjadl partner usahsa

* Pemerintah Daerah perlu diperhatikan-
- ~bonafiditas partner sesual dengan bl

- ='~ddng usaha yang bersangkutan,

sal 3 ¢ Cukup jelas,

Pasal 4. : Pade prinsipnya pembeli sahem oleh Pe

: .%o -merintaliDaerah pada suatu Perseroan~

T 1Tarbata9. hanya dilakukan apebila de
TS Lia »“ngan-‘pembelian saham dimeksud benar-
‘benar dapat diharapkan meningkatkan -
* pertumbuhan perekonomian Daersh  dan

i tooy aaeboataun menaftbah pendapatan Daersh.,

T L “u-?uuunfuk-mel kan pembelian szhem dari

. ~Ir.. - 1. .shPerseroan Terbatag, maka setelsh fer

2T TR +.- .gedia dana dalam APBD serta disepeks-
= == ...  %ibaik mengenai jenis maupun harga
7+ ... ..  gaham yang skan dibeli, pelaksanaan =

i gelanjutnya dengan Surat Keputusan Bu

. pati Kepala Daerah.

“Bupati Kepdda Daerah dapat menunjuk -
Pejebat untuk melaksanakan pembellian=-
seham yong akan bertindak untuk dan

. .atas namh'Daersh, yang ditetapkan de
ngan Surat Keputusan Buputi Kepala Da
orah,

Untuk melakukan penyertaan Modal da
lam pendirian Pergeroan Torbatas, per
1u diadakan terlebih dahulu Perjanji-
an Dagar (Basle Agreement) antara Bu
patli Kepala Daerah den Para Pihak =~
yang ilkut dalam pendirian Perseroan =
Terbatas.
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Berdasarkan Perjanjian Dasar dimakgud, ditetap
kan Peraturan Daerah Kebupaten Daersh Tingkat
II Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah da
lam Pendirian Perseroan Terbatas atau  dengan
perkataan lain sebelum ditetapkan Peraturan Da
erah dimaksud, diadakan Perjanjian terlebih da
hulu antéxa Bupati Kepala Daersh dan Pihak~ pl
hak yang ikut sebagal pendiri Perseroan Terba-
tas, yang ’d:l.tuunglmn dolam puatu Nagkah Perjon

i)alam naslmh par;la.n;jian dimakgud dicantumkan - ‘
identitas para pihak, jenis dan nilal modal,- '
perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewa
jiban sankai—aanksi dan lain~lain yang diang -

perlu,
Apabilsa panyer‘l:a.an modal Daerah dimaksud dalsm

-bantuk uang, perlu disediakan dananye delam =
AFBD. dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Surast
Keputusan Bupati Kepala Dgerah.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal T Untuk mengadakan kontrak managemant,knntrak -
produksi,kontrak bagi keuntungan kontrak ha
gil usaha dan atau kontrak-bagi tempat ussha~
perlu mendapat paraatujuufl terlebih dahulu da
ri DPRD atas:rendana kontrak dimaksud dengan
Surat Keputusan DFRD, kemudian diadakan perjan
jian/kontrak antara Pihak Daerah dan Pihsk Ke
tiga., Berdasarkan ‘perjanjian/kontrak tersebut ol
di atas dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Ke
pela Daerah tentang Perjanjian/kontrak terse

. but dan baru dapat dilaksanakan setelah menda
pat pengesahan Menterl Dalam Negeri.

Pengexrtian
e.Kontrak Management, di mana Daeiah mempun)*ai
m odal dalam bentuk barang untuk suatu usaha
- i1z’ komergial, sedang pengelolaannya dilakukan =
oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa pi
~ hak Ketiga akan menerima imbalan atas jasa =
nya yang diperhitungkan daxl hasil usaha die..
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.ggﬁguﬂ dan hal itu dituangkan dalam Hanknh Parjan
b. Kontrak produkal, di mana Daerah mampunyai modal
dalam bentuk barang untuk puatu usaha komersial,-
sedang pengelolaannyadilakukan oleh Pihak Ketipga ~
dengan ketentuan antara lain g
a,Pihak Ketipga menyedlakan modal investasl dan =
atau !nodal Eﬂrja.
Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggungjawsb
Pihak Ket iﬂﬂ- 0

b.Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlahn  uang
(royalty) kevada Pihalk Pemerintah Deorah sesual
 dengan Perjanjian,

c.Untung rugi dalam berusaha manjadi tanggunﬁmnb
Pihek Ketiga..

ce - Kontrak bagi keuntungan, dimana Daersh mempunyal-

modal dalam bentuk barang dan atau hak afau barang

untuk uszha komergial, sedang pengelolaannya di 1=

kukan olech Pihak Ketiga dengan ketentuan antara la

iﬂ :

2. Pihak Ketiga harus menyadiakan modal investasi-
dan atau model kerja.

b.Kelancaran jalannya uszha mandadi tanggung jawsd
Pihak Kotiga.

c.Hacil usaha atan kauntunsnn dibagi antara Fihak
Pemerinteh Daerah dan Pihak Ketiga,sesuai dengan
prosentaso yang ditetapkan dalam perjenjiang

d., Kontrek bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Keti
ga menglventarisir terlebih dahulu modal,peralatan
dan laipn-lain sarana yang diperlukan, sehinggga =

ugaha dimaksud mampu berproduksi dan bderoperasi.¥e

ngelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemexdintah Da

erah Cq,Badan Pengelola, Hasil usaha yang berupa-

barang-barang produkgl dibagl antara Pihak Pemerin

Ttrrrtgal Daereh dan Plhak Ketiga sesual dengan prosenta
se yang ditetapkan dalam perjanjian,
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6. Kontralk bagi tempat ussha. dalam hal ini Daerah mem

punyai . sebidang tanah yang borstatus Hak Pengelolas
an (HPL) dan memingkinkan untuk mendirikan tempat'

uscha, sedang untuk membangunnya digerahkan kepada
Pihok Ketiga dengan persyaratan yang saling mangun
tungka.n :

e

Do

B

.

Semua biaya penyelesailan bangunan tempat uiaame.
dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak l{o‘big,a;

Schegian dari tempat usaha yang sudah dibangun -

dimanfaatkan atau dikelola Pihak Ketiga, sedang
yang sebagian. lainnya dimanfaatkan dan atau di
tentuken statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah,

Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga =~
tersebut diberikan sertifikat. Hak Guna Bangunan
( HGB ) di atas tanah ( HPL ),

Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam _din.

ventarisir Daerah.

Kepada Pikak Ketiga diberikan wewenang penuh un
tuk mengelola bagian gedung tersebut seumur HGE
yang diberikan.

Selurﬁh .bangunan tersebut menjadi milik Daereh

.se't:elah berakhir HGB yang bersangkutan,

Pasal 8 $ ﬂukup .‘}glas.

Pasal

9 ¢ Untuk tercapainya daya guna dan hasil gu
~ na- dalam pengelolaan penyertaan modal Da

ersh pada Pihak Ketiga, dapat dibentuk -

‘Badan pengelola sebagal aparat pelaksana

yeng membantu Pemerintah Daerah dalam,=
mengurus, mengendaldkan gerta memperkem
bangkan penyertaan modal Daerah dimaksud.

Dangan. cessenene

-
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Dengan demikian pengelolaan penyertaan Mo
dal Daerah pada Pihak Ketiga dapat diiku
ti perkembangannya secara berkelanjutan,-
dipertanggung Jjawabkan dengan Jjelas serta
benar=benar berada dalem satu wadah  dan
satu atap. Oleh kerena usasha-ugsha penyer
taan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimak
sud merupakan kegliatan bisnis, maka pam
pejabat yang ditempatkan pada Badan Penge
lola dimaksud seharusnya yang benar-benar
mampu memahami hal-hal yang berkaitan de
ngan dunia usaha serta tidak merangkap Ja
batan lain,

Pasal 10 sampal dengan Pasal 16 : Cukup jelas,

- Hk ot s
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